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BAB Il
AKTA MEDIASI YANG MENYELESAIKAN PERSOALAN
PERSELISIHAN PENJAMINAN BANGUNAN SECARA FIDUSIA

2.1.Pemberian Kredit Dan Eksistensi Agunan
Secara konvensional utang piutang timbul karenanysdasuatu

peminjaman uang atau barang (kredit), sebagai sas&s hukum perjanjian
Indonesia mengaturnya dalam Pasal 1754 sampai deRgsal 1769 KUH
Perdata.

Kedudukannya semua perjanjian yang dibuat secdrébesdaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya yangkbehlanya antar pihak-
pihak yang membuatnyaagas kebebasan berkontrak dengan tidak dapat
membawa kerugian pada pihak ketiga, juga pihalgadidak mendapat manfaat
karenanya selain dalam hal yang diatur oleh pa3alr IKUH Perdata, yang

menyatakan bahwa :

Aline 1 : “lagipula diperbolehkan juga untuk menairditetapkannya suatu janiji
guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabilauspahetapan janji, yang
dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau tlsupemberian yang
dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatinjang seperti itu.”

alinea 2 nya: “siapa yang telah memperjanjikan aesseperti itu, tidak boleh
menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersellaht menyatakan hendak
mempergunakannya.”

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak dapat ditatdembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena aléssamayang oleh undang-
undang (hukum) ternyatakan, juga suatu perjanjiarus dilaksanakan dengan
itikad baik.”*

Pengidentifikasian secara lebih lanjut mengenayekisubyek baik orang

perorangan dan atau badan hukum dan hubungan hy&uyang patut diketahui

%l pasal 1338 ayat 1, 2 dan 3 KUH Perdata jo. P80 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, untuk
pasal 1317 KUH Perdata.
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sebagai para pihak yang saling mengikatkan dirdaperjanjian, dengan suatu
perumusan atas orang yang mempunyai utang, oraggrgeampunyai tagihan atau
piutang dan yang dimaksudkan dengan utang itu seddiam hal ini diuraikan
dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentan@ikiep dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran UtangUlU Kepalilitan dan PKPU”), bahwa menurut
Pasal 1 ayat 2, 3 dan 6, dan Penjelasan Pasal Rdghilitan dan PKPU berturut-

turut adalatf?

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena piaangtau
undang-undang yang dapat ditagih di muka pengddilan

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena peranpgau
Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih kiaimpengadilan”

“Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapgatdikan dalam jumlah
uang baik dalam mata uang Indonesia maupun matg asing, baik secara
langsung maupun yang akan timbul di kemudian ham &ontijen, yang timbul
karena perjanjian atau undang-undang dan yang wgjénuhi oleh debitor dan
bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditorukntnendapat pemenuhannya
dari harta kekayaan debitor”

"Kreditor" adalah baik kreditor konkuren, krediteeparatis maupun kreditor
preferen. Khusus mengenai krediteeparatis dan kreditor preferermereka

dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit thepdangan hak agunan
atas kebendaan yang mereka miliki terhadap hartzsit@edan haknya untuk
didahulukan.

"Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih@alald kewajiban untuk
membayar utang yang telah jatuh waktu, baik katelzdn diperjanjikan, karena
percepatan waktu penagihannya sebagaimana dipkajankarena pengenaan
sanksi atau denda oleh instansi yang berwenangpumalkarena putusan
pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Kreditor dan Utang oleh UU Kepailitan dan PKPU abdicermati dapat
diketahui telah diberikan suatu perumusan yandn lgtas yang oleh KUH Perdata
belum diakomodir, hal ini dirasakan perlu oleh paatbundang-undang, agar
adanya kepastian dan interprestasi yang memadRi demiara teoritis maupun
prakteknya. Berbeda Demikian pula seperti perumudah pasal 1 angka 11

2 Indonesia,Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kisan Pembayaran
Utang, UU No.37 Th.2004, LN No.131, Th.2004. TLN No.4443
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Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbaftk#J Perbankar’)?®
yaitu “kredit adalahpenyediaan uang atau tagihanyang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkanpersetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam............... ”. Persetujuan atau kesepakatamlgti KUH Perdata Pasal
1233 dan 1234 merupakan:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena penanj maupun undang-undang
(hukum) dan tiap-tiap perikatan adalah untuk meikéersesuatu, untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Sedangkan Utang oleh Pasal 1131 KUH Perdata, Hérerkonstruksi
yuridis yang hakekatnya erat kaitannya dengan Haekayaan seseorang guna

melunasi/memenuhi kewajiban keterikatannyanyawlakitu ke waktu, bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergeaakum tak bergerak, baik yang
sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudiamignjadi tanggungan untuk
segala perikatannya perseorangan, serta kebenéasebut menjadi jaminan
bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkamypdd

Djuhaendah Hasanberpendapat bahwa perjanjian kredit lebih merupakan
perjanjian tidak bernamaiibenoemde overeenkoirisirena mengenai perjanjian
kredit belum ada pengaturan secara khusus baikndatalang-undang maupun
dalam Undang-Undang Perbank&n.

Pengaturan dalam UU Perbankan mengenai pengertiadit,k dapat
ditemukan dalam pasal 1 ayat 11, pasal 6 dan 18ngrkredit sebagai salah satu
jenis usaha bank, pasal 8 tentang jaminan dalanbg@eam kredit, pasal 11 ayat 1
dan 2 tentang batas pemberian kredit, tetapi t@dk yang mengatur tentang
bagaimana bentuk dan isi serta klausula-klausulag ydapat atau mungkin
terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat ankaedlitor (bank) dengan pada
debitor.Subekti berpendapat bahwa dalam “bentuk apapun juga p&nbaedit

itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnyag yt@rjadi adalah suatu

% IndonesiaUndang-Undang tentang PerbankadhU No. 7 Th. 1992, LN No. 31, Th. 1992.
TLN No. 3472 jo. UU No. 10 Th. 1998, LN No0.182 Tt298 . TLN No0.3790.

4 Djuhaendah Hasar,embaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Rdelpada
Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan dihtails (Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 1996), hal. 175.
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perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dafdsiHl Perdata pasal 1754
sampai dengan 1768°. Tetapi Marius Darius Badrulzaman berlainan
pendapatnya, yakni “perjanjian kredit mempunyaintdas sendiri dan berbeda
dengan perjanjian pinjam meminjai?".

Dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukiaiam kredit
tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjiamamm meminjam saja
melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjéarg lainnya seperti
perjanjian memberikan kuasa, dan perjanjian lainngalam bentuk yang
campuran demikian maka selalu tampil adanya swittan diantara perjanjian
yang terkait tersebut.

Pada praktik perbankan pada dasarnya bentuk daksaelaan perjanjian
pinjam meminjam yang ada dalam KUH Perdata tidaldapenuhnya identik
dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjiant kpedbankan, diantara
keduanya ada perbedaan-perbedaan yang gradualnbdbgat pula merupakan
perbedaan yang pokok. Perjanjian Kredit pada dgaammdalah merupakan
perjanjian pendahuluan dari perjanjian-perjanjiaaindya. Bila debitor
menggunakan fasilitas kredit dan menerima uang ydipghjamnya barulah
timbul utang. Pelaksanaan suatu kredit mengandwsika sehingga harus
memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Menurut Surat Direksi Bank Indonesia No.7/649/UPFPK/tanggal 5
Desember 1974 suatu perjanjian kredit paling sedikit harus memaa nama
pihak-pihak, yang menggambarkan bahwa perjanjiarselbeit merupakan
perjanjian timbal balik; b. jumlah kreditnya; cngka waktunya; d. barang-barang
yang diserahkan sebagai jaminan, diuraikan seegperinci atau dicantumkan
dalam daftar lampiran; e. domisili hukum yang bearl@agi perjanjian tersebut; f.

syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu oleh pdak; e. Tanda tangan para

%5 Subekti,Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukndonesia(Bandung :
Alumni, 1992), hal. 13.

6 Mariam Darus BadrulzamaRerjanjian Kredit Bank(Bandung : Alumni, 1983), hal. 11.

" Indonesia, Surat Direksi Bank Indonesia No.7/64%K/PK, berlaku tanggal 5 Desember
1974
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pihak. Muhammad Djumhana, memaparkan lebih lanjut, atas interprestasinya
terhadap ketentuan yuridis tersebut, dengan mekaysta

“Dalam praktek perbankan bentuk dan format darjgogian kredit diserahkan
kepada bank yang bersangkutan namum demikian de@ahgang tetap harus
dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut tidaletbdkabur atau tidak jelas.
Selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kungagharus memperhatikan
keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligasharus memuat secara
jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka watdta cara pembayaran
kembali kredit serta persyaratan lainnya yang ledétam perjanjian kredit. Hal-
hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna egatt adanya kebatalan dari
perjanjian {nvalidity).”

Selain daripada itu atas suatu perjanjian yang rkahterhadap pemberi
kredit dan penerima kredit, Pasal-Pasal dari 13fmpsi dengan 1318 KUH
mengatur tentang asas-asas mengenai pengikatak dintsediri, menanggung
atau menjamin untuk orang lain atau membuat peaptgmji untuk kepentingan
orang lain (pihak ketiga). Sebagimana lebih ladpmiam bab tersendiri dari pasal
1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata diaag-asas hukum perikatan
tentang penanggungan utang, yang berlaku baik &seossng perorangan
(personal guarantgemaupun perusahaamofporate guarantée Asas-asas ini
menjelaskan bahwa timbulnya prestasi (“kewajibamgt) dapat terjadi bukan
saja secara langsung tetapi akibat terikat ataugikathkan diri secara tidak
langsung dalam suatu perjanjian. KUH Perdata yaegekankan pada hukum
harta kekayaan seseorang lebih dipilih untuk dedesh dan diserahkan untuk
pengembalian/pembayaran utang yang menjadi kewsaffira@stasi)-nya.

Mengenai bentuk jaminan diketahui bahwa dibagi rant@aminan
perorangan dan jaminan kebendaan, yang mana mepemdapaDjuhaendah

Hasanadalah?®

“Jaminan merupakan suatu hak atau keuntungan atas suatda bgang
diberikan kepada kreditor, sehingga apabila debigagal untuk membayar
uatangnya maka kreditor dapat membayar kembalapgrtya dari benda yang
diikat tersebut. Secara yuridis materiil jaminaallateral) berarti sesuatu (benda
atau kesanggupan pihak ketiga) yang dapat mengglinman kreditor untuk
adanya kepastian hukum pelaksanaan prestasi dbéorde

% Muhammad Djumhanatiukum Perbankan di IndonesigBandung : P.T. Citra Aditya
Bakti, 2003), him. 385-392.

9 Djuhaendah Hasafgc cit, hal. 202.
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1. Pengikatan Kredit Berpinsipkan Kebebasan Berkontrak

Terdapat tiga unsur yang dapat diperhatikan dalamtus terminologi
“kredit” dalam perbankan yaitu: a. Penyediaan uatay tagihan; b. Timbulnya
sebagai bentuk persetujuan atau kesepakatan pmpminjam, serta; c.
Mengharuskan suatu jangka waktu tertentu dengarb@eam (jumlah) bunga,
(imbalan atau pembagian suatu keuntungan vide gaaght (12) UU No.7 tahun
1992 tentang Perbankan).

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indoneséupakan salah satu
dari bentuk perjanjian pinjam meinjam yang diat@aadh buku ketiga KUH
Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian ktedltadakan pada hakikatnya
merupkan salah satu perjanjian pinjam meminjamgeiana diatur dalam Pasal
1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata. Namun demikialam praktik
perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kneldik lagi semata-mata
berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam sajaamkhn adanya campuran
dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti pgaja memberikan kuasa, dan
perjanjian lainnya, dalam bentuk yang campuran kKiexmimaka selalu tampil
adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang tetdesebut.

Pada praktik perbankan pada dasarnya bentuk daksaelaan perjanjian
pinjam meminjam yang ada dalam KUH Perdata tidaldapenuhnya identik
dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjianit kpedbankan, diantara
keduanya ada perbedaan-perbedaan yang gradualnbdbhkat pula merupakan
perbedaan yang pokok. UU Perbankan pada pasal 29 Ziymenegaskan
kewajiban menegakkan pedoman perkreditan sebagar dakum, yaitu:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarl@nmsip
Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, baajio menempuh
cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank.

Hukum perjanjian bertitik tolak dari asumsi, bahwara pihak yang
membuat perjanjian kedudukannya adalah sama dagragatd Dalam praktek
sehar-hari kesamaan kedudukan para pihak, tidekmselya dijumpai, yang
disebabkan, baik karena perbedaan tingkat pengatalia, maupun karena

perbedaan kekuatan ekonomisnya. Perjanjian Pinjaminjam yang menjadi
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dasar “kredit” ialah perjanjian dengan mana pihakgysatu memberikan kepada
pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-bargagg menghabis karena
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangakan mengembalikan
sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang pal@m® Utang yang
terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiris atamlah uang yang
disebutkan dalam persetujudn.

Perjanjian Kredit pada dasarnya adalah merupakgangian pendahuluan
dari perjanjian-perjanjian lainnya. Bila debitor mygunakan fasilitas kredit dan
menerima uang yang dipinjamnya barulah timbul utaRglaksanaan suatu
mengandung resiko sehingga harus memperhatikanaaaasperkreditan yang
sehat.Muhammad Djumhana menguraikan hal-hal yang tergolong vital dalam

suatu perjanjian kredit, diantaranya:

=

bank tidak dperkenankan memberikan kredit tanpat arjanjian tertulis;

2. bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepadaha yang sejak
semula telah diperhitungkan kurang sehat dan alkanbawa kerugian;

3. bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuklpelian saham, dan
modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli sahdtetagpkan dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/70/KER/Dfianggal 28
Februari 1991 tentang Pembatasan Pemberian KreditkUPembelian
Saham dan Pemilikan Saham oleh Bank;

4. bank perlu membatasi pemberian kredit untuk permaddan atau
pengelolaan tanah sebagimana ditetapkan dalam Se@itusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 30/46/KEP/DIR tanggal 7 JuB971 tentang
Pembatasan pemberian Kredit Untuk Pembiayaan Peagadan atau
Pengelolaan Tanah;

5. bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permahé&redit yang tidak
memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP daporan
Keuangan sebagimana ditetapkan dalam Surat keputDseksi Bank
Indonesia Nomor 27/121/Kep/DiR tanggal 25 Janua8i95l tentang
Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permaohéredit;

6. bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampbatas maksimum
pemberian kreditlégal lending limi} sesuai Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang BMPK Bank wm tanggal 31
Desember 1998, dan;

7. bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harussdidan kepada adanya

suatu jaminan sesuai pasal 2 ayat 1 Surat Kepuiisaksi Bank Indonesia

Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari tentang idam Pemberian

Kredit.

%0 pasal 1754 KUH Perdata.
%1 pasal 1756 ayat 1

32 oc cit, Muhamad Djumhana, hal.: 392-392 dan 422 dan 423.

Universitas Indonesia
Pembuatan akta..., Valyana Ester, FH Ul, 2009



19

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antar sudymfek hukum dalam
masyarakat di bidang lapangan hukum harta kekagaamogensrecht Karena
perikatan tersebut pada hakekatnya adalah kewagbaeorang [yang dimaksud
dengan orang dapatlah pribadi kodrati maupun pribadum (badan hukum)]
yang terbit dari adanya hubungan hukum tersebukanepatiah bahwa undang-
undang menentukan bahwa perikatan itu adalah {gkumemberikan sesuatu, (ii)
untuk melakukan sesuatu atau (iii) untuk tidak rekan sesuatu [Pasal 1234
(KUH Perdata)], sehingga dengan demikian seseonmaggadi terikat (wajib) (i)
untuk memberikan sesuatu, (i) untuk melakukan aesatau (i) untuk tidak
melakukan sesuatu sesuai dengan perikatan yangamiya. Karena perikatan
adalah kewajiban, maka perikatan tersebut daphit téari (a) undang-undang
atau (b) perjanjian (1233 KUH Perdata).

Perikatan yang terbit dari perjanjian (pasal 1313HKPerdata), lembaga
hukum yang terbentuk dari : (i) bertemunya dua kedha&; (i) bertemunya
kehendak dan kepercayaan, dan (iii) bertemunyavsmaa dan penerimaan atas
penawaran. Definisi perjanjian bernarbarjoemde contractg@atau perjanjian tak
bernamad¢nbenoemde contractehdak ditemukan dalarBurgelijk Wetboek voor
Indonesie (BW/KUH Perdata), akan tetapi ilmu hukum mengajarkaahwa
perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjiargydisebutkanlienoemyldalam
BW (dan jugaWetboek van Koophandel voor Indonesie (WWKKIH Dagang).
Dengan demikian, perjanjian tak bernama adalahlasdgantuk perjanjian yang
tidak disebutkandnbenoempdalam BW ataupun WvK.

Kemudian perikatan yang terbit dari Undang-Undapgsél 1352 KUH
Perdata), bahwa yang dimaksud undang-undang adelahuh produk hukum
perundang-undangan termasuk pula putusan penga@ileamber hukum formal
tertulis). Makna dari “perikatan terbit dari undamgdang” adalah seseorang wajib
atau terikat untuk memenuhi perikatan atau kewajipang diatur oleh undang-
undang. Dalam konteks pemahaman perikatan yang talk undang-undang,
karena perikatan-perikatan tersebut adalah suaturigan hukum antar subyek
hukum dalam masyarakat di bidang lapangan hukuna kakayaan). Perikatan
yang terbit dari undang-undang diklasifikasikan jadn2 (dua) kelompok besar,

yaitu : (i) perikatan yang terbit dari undang-unglasaja dan; (ii) perikatan yang
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terbit dari undang-undang karena perikatan tersédmit dari hasil perbuatan
manusia.

KUH Perdata dalam Buku lll-Tentang Perikatan mepleaa sistem
terbuka, sebagaimana dinyatakan oleh pasal 1338&al P8838 KUH Perdata
memuat beberapa asas hukum, antara lain (i) ageb&san berkontrak; (i) asas
pacta dant legem contractufiii) asaspacta sunt servandalan; asas itikad baik.
Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasarpaemipihak dalam suatu
perjanjian untuk, antara lain, mengatur :

(i) isi perjanjian yang berupa esensilia perjanjian;

(i) bahasa perjanjian;

(i) kesepakatan-kesepakataroenants para pihak dalam perjanjian yang
merupakan naturalia dari perjanjian;

(iv) hukum yang mengatur atagoverning lawyang merupakan aksidentalia
dari perjanjian, dan

(v) pilihan forum penyelesaian sengketa yang mungknbail sebagai akibat
dari pelaksanaan perjanjian.

Asas pacta dant legem cintractuiyang berarti kesepakatan-kesepakatan
para pihak merupakan hukum bagi perjanjian, atartsepguan-persetujuan
merupakan hukum bagi perjanjian, mewajibkan pataakpiuntuk mematuhi
kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya, khususigm gerjanjian-perjanjian
yang bertimbal balik. Asagpacta sunt servandayang berarti persetujuan-
persetujuan (dan kesepakatan-kesepakatan) paré pédam perjanjian harus
dipatuhi, mewajibakan para pihak untuk mematuhegekatan-kesepakatan yang
dibuatnya, sekalipun dalam perjanjian-perjanjiangyadak bertimbal balik.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undaRgcfa Sunt Servanglaasas
yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdatag y@enyatakan bahwa
“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlakagse undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”, suatu konsekuensi logig gladapati dari pasal 1233
KUH Perdata, “setiap perikatan dapat lahir dariamgtundang maupun karena
perjanjian”. Jadi perjanjian adalah sumber perikat&ebagai perikatan yang
dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihalanesukarela, maka segala

sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh p#rak harus dilaksanakan oleh
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para pihak sebagaimana dikehendaki oleh merekanbélal salah satu pihak
dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pilsak dalam perjanjian

berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melaluimsaka dan jalur hukum

yang berlaku.

Perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tigesur dalam
Perjanjian: a. Unsur Esensialia, mewakili ketentketentuan berupa prestasi-
prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu ataebih pihak, yang
mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yamgnimedakannya adalah prinsip
dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialiapada umumnya dipergunakan
dalam memberikan rumusan, definisi atau pengediamn suatu perjanjian; b.
Unsur Naturalia, adalah unsur yang pasti ada daaatu perjanjian tertentu,
setelah unsur esensialianya diketahui secara mesii, c. Unsur Aksidentalia,
adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yaegipakan ketentuan-
ketentuan yang dapat diatur secara menyimpangpalehpihak, yang merupakan
persyaratan khusus yang ditentukan secara bersameaaeh para pihak. Dengan
demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan nagampsuatu bentuk prestasi
yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh paiekpih

Pada hakikatnya ketiga unsur dalam perjanjian betsemerupakan
perwujudan dari asas kekebasan berkontrak yangrdiatam pasal 1320 KUH
Perdata dan 1339 KUH Perdata. Untuk Rumusan P&2® KUH Perdata
mengemukakan “Perjanjian-Perjanjian tidak hanya gikeh untuk hal-hal yang
secara tegas dinyatakan didalamnya, melainkanyagzk segala sesuatau yang
menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutieghiasaan, atau undang-
undang.” Untuk ituKartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menjelaskan unsur-

unsur dalam perjanjian, yang diuraikan oleh messitmgai*®

“Asas Personalia, diatur dan dapat kita temukamardaketentuan Pasal 1315
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyad&® umumnya tak

seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama s$erdau meminta

ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sehdDari rumusan tersebut

dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu parjagang dibuat oleh

seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu,ekubykum pribadi, hanya
akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.”

¥ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&erikatan Yang Lahir Dari Perjanjian(Jakarta :
PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 84-90, hdl3,4lan hal. 34-36
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“Asas Konsensualitas, memperlihatkan kepada kitausg bahwa pada dasarnya
suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antaaaodang atau lebih orang telah
mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajliegi salah satu atau lebih
pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelahgeseang tersebut mencapai
kesepakatan atazonsensusmeskipun kesepakatan tersebut telah dicapaiaecar
lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnyagpgign yang mengikat dan
berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yangabjgrfidak memerlukan
formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepefting/ang berkewajiban
untuk memenuhi prestasi diadakanlah bentuk-bentakmdlitas, atau
dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tert&mientuan yang mengatur
mengenai konsensualitas ini dapat kita temui dalamusan Pasal 1320 KUH
Perdata, yang berbunyi: Untuk sahnya perjanjiajgppan, diperlukan empat
syarat: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkanydiri2. Kecakapan untuk
membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoaféntu, dan; 4. suatu sebab
yang tidak terlarang (selaras dengan hukum).”

“Asas Kebebasan Berkontrak, dasar hukumnya adashl @320, seperti halnya
asas konsensualitas, bila asas konsensualitasutis@nterutamanya pada ayat 1
yaitu ‘“kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinyaédangkan asas
kebebasan berkontrak pada ayat 4 yaitu “suatu sgraptidak dilarang (selaras
dengan hukum)”. Dengan asas kebebasan berkontiakpana pihak yang
membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkamkuntenyusun dan
membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahigajanjian apa saja,
selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilaktd@ebut bukanlah seseuatu
yang dilarang. Seperti halnya pasal 1337 KUH Pardanyatakan “Suatu sebab
adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang+umpdatau apabila berlawanan
dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Perjanjian dapat pula mengikat pihak ketiga, dalaai-hal tertentu
bilamana ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata terpeoldh karenanya (i) debitur
(pihak yang wajib memenuhi perikatan) dapat langsmmemenuhi perikatannya
terhadap pihak ketiga untuk kepentingan siapa mp@ja dibuat, (i) bilamana
debitur tidak memenuhi perikatannya, maka, pihalgkeuntuk kepentingan siapa
perjanjian dibuat dapat langsung menggugat pemenphekatan tersebut, atau
(i) bilamana Pasal 1341 KUH Perdata terpenuhikanagpihak ketiga untuk
kepentingan siapa perjanjian dibuat, dapat dijadikaut tergugat, atau tergugat
turut berkepentingan, dengan tetap memperhatikéenktean alinea kedua Pasal
1341 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1340 KUH Perdata, alinea 1, Perjajanya mengikat para
pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak boleh mewabaugi bagi pihak diluar
perjanjian, dan pihak di luar perjanjian tidak boleendapatkan keuntungan yang
terbit dari perjanjian tersebut, kecuali dalam yehg dimaksud oleh Pasal 1317

(perikatan untuk kepentingan pihak ketdgden beding Bilamana pihak ketiga,
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berdasarkan ketentuan Pasal 1317, mendapatkanukeant yang nyata dari
perjanjian tersebut, maka pihak ketiga tersebutjaderterikat oleh perjanjian
tersebut, sehingga ketentuan alinea 1 dari Padél tidak berlaku terhadapnya.

Menurut Pasal 1341, perjanjian yang merugikan pketiga yang berhak
atas pemenuhan suatu prestasi dari perjanjian gidmgt oleh salah satu pihak
dalam perjanjian, dapat digugat untuk dibatalkaehopihak yang dirugikan
tersebut, asalkan : (i) pembuatan perjanjian tetsébdak diwajibkan oleh suatu
undang-undang atau perjanjian lain; (ii) perjanparsebut merugikan pihak ketiga
yang berhak atas pemenuhan suatu prestasi daanpan yang dibuat oleh salah
satu pihak dalam perjanjian, dan; (iii) pihak téisge mengetahui bahwa
pelaksanaan perjanjian tersebut merugikan si gietiga.

Pelaksanaan perikatan menerbitkanlah suatu prest@gipun kontra
prestasi, yaitu pelaksanaan untuk memberikan sgsuiaiuk berbuat sesuatu atau
untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Pexd#tng dapat merupakan: 1.
kewajiban; prestasi (atau kontra prestasi) adalalupakan kewajiban pelaksana
membuat suatu janjip(omisg untuk pemenuhan prestasi itu; 2. syarat prestasi
(atau kontra prestasi) adalah merupakan syarapibikk yang melakukan prestasi
tidak berjanji untuk melaksanakannya, melainkanyhkh merupakan syarat
(tangguh) yaitu merupakan suatu prestasi yang h@itakukan terlebih dahulu
agar menimbulkan kewajiban untuk memenuhi kontrastasi dari pihak
lawannya.

Prestasi (atau kontra prestasi) yang merupakamtsiyarbukan kewajiban)
tidaklah dapat dipaksakan pelaksanaannya secatarhbita tidak dilakukan. Jadi
pihak yang melakukan prestasi (kontra prestasipyaerupkan syarat, bukanlah
pihak yang berkewajiban, sehingga ia tidak dapaught telah melakukan
wanprestasi  juga tidak dapat dapat dituntut unto&mbayar penggantian
kerugian, dan; 3. kewajiban dan syarat dalam hatusprestasi atau kontra prestasi
adalah merupakan suatu kewajiban dan juga merupakanat maka pihak yang
harus melakukan prestasi (kontra prestasi) dan jkewmmya ini haruslah
dilaksanakan terlebih dahulu dari pelaksanaan &optestasi pihak lainnya.
Sebagaimana ketentuan UU Perbankan pada pasalt8l ay@ng mengatakan;

dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasafkarsip Syariah, Bank
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Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analiaisg mendalam atau
itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Naf2dlaitor untuk melunasi
utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksudaisedengan yang
diperjanjikan.

Menurut pasal 1316 KUH Perdata, “meskipun demikiaalalah
diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin sgop#mk ketiga, dengan
menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuangah tidak mengurangi
tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yetaln menanggung pihak
ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyurpimak ketiga tersebut
menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memepehkatannya.”

Cara seseorang melaksanakan perjanjian dengad &k terletak pada
Pasal 1339 juncto Pasal 1347 KUH Perdata. Bunyalpms tegas dan jelas,
perjanjian tidak mengikat untuk hal-hal yang dimyain secara tegas saja dalam
perjanjian tersebut, tetapi juga mengikat untuk-Hal yang, menurut sifat
perjanjian tersebut, dituntut harus ada berdasakepatutan, kebiasaan atau
undang-undang. Pengertian “sifat perjanjian” selmagaa dimaksud dalam Pasal
1339 ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1345 dalah kata-kata dalam
perjanjian tersebut bermakna ganda. Janji-janjgytadak dinyatakan secara tegas
tetapi yang, menurut sifat perjanjian tersebuturdiit harus adderdasarkan
kepatutan, kebiasaan atandang-undang Artinya, bilamana undang-undang tidak
mengaturnya, maka kebiasaan menjadi patokan bagkgamaan perjanjian
dengan itikad baik. Kebiasaan setempat ini jugajacempatokan bagi penafsiran
perjanjian mengenai hal-hal yang bermakna gandsa(P846). Jika kebiasaan
setempat juga tidak mengenalnya, maka kepatutaib Wgadikan patokan bagi
pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.

Sebagai pedoman dalam penerapan suatu perjanjican Pasal 1342 KUH
Perdata sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata mi&arbebagaimana
interprestasi atau penafsiran dibuat dan dilakukdimtuk menghindari
ketidaksepahaman penafsiran bagi para pihak atauwg yaerkepentingan.
Penafsiran perjanjian adalah tugas arbiter ataurhalang memerikasa suatu
sengketa yang terbit dari perjanjian atau pelalaaparjanjian.
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2. Kebendaan Sebagai Agunan (Jaminan Kredit)
Dalam rangka pelaksanaan jaminan untuk kepastiaangytiutang
perjanjian kredit KUH Perdata memberikan keistimewagada hak kebendaan
diatur pada pasal 1133 dan pasal 1134 KUH Peryaita;

“Hak untuk didahulukan di antara para kreditor ierdari hak
istimewa, dari gadai dan dari hipotek.”

“Perihal Gadai dan Hipotek diatur dalam dalam babdéan XXI buku
ini (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).”

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-ngddiberikan
kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lébggi daripada
kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan piutang”

“Gadai dan Hipotik lebih tinggi daripada Hak Istweg kecuali dalam
hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan debali”

Jaminan kebendaan yang berlaku sejak berlakunyalaminan Fidusia
dengan adalah :

a. Gadai; yang diatur dalam bab XX buku Il KUH Peadaintuk kebendaan
bergerak, dengan cara melepaskan kebendaan yamgirdkpn tersebut dari
penguasaan pihak yang memberikan jaminan keberimapa gadai tersebut
(ketentuan gadai diatur dalam pasal 1150 sampagae pasal 1160 KUH
Perdata);

b. Hipotek; yang diatur dalam Bab XXI buku Il KUH Riata, yang menurut
pasal 314 KUH Dagang berlaku untuk kapal-kapal Igahg memiliki
sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik (20 M8)kator, yang dapat
didaftarkan di Syahbandar Direktorat Jenderal Rmrhgan Laut Departemen
Perhubungan, dan yang dengan pendaftaran tersebmilikn kebangsaan
sebagai Kapal Indonesia. Terhadap kapal-kapal demikang terdaftar di
Syahbandar, oleh pasal 314 KUH Dagang selanjutiyerldkukan sebagai
kebendaan yang tidak bergerak, dan oleh seballidupgenjaminan yang dapat
diletakkan diatasnya pun hanya dalam bentuk hip&@ekiangkan bagi kapal-
kapal yang tidak terdaftar dianggap sebagai kel@ngang bergerak, yang
terhadapnya berlakulah ketentuan Pasal 1977 KUdaRelyang berlaku bagi
benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga mapipteng yang tidak
harus dibayar kepada pembawa. Dengan demikiantberdradap kapal laut
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dengan ukuran kurang dari dua puluh meter kubik N&) isi kotor, yang
tidak didaftarkan dapat digadaikan. Juga telahakarlya UU No. 17 tahun
2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayardfy’)dalam Pasal 60 ayat 1 dan 2
mengungkapkan bahwa kapal yang telah didaftarkdanddaftar Kapal
Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pbeartan hipotek atas
kapal. Pembebanan tersebut dilakukan dengan deegabuatan akta hipotek
oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama IKdpdaempat kapal
didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendarfté&apal. Untuk Pesawat
Terbang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 9%0Gentang
Penerbangan (“UU Penerbangan”), yang diatur d&asal 71 sampai dengan
Pasal 81, yaitu sebagai obyek pesawat udara d#pstahi sebagai jaminan
kebendaan yang dibuat dengan akta otentik (apdiéiukan dengan hukum
Indonesia) Hal ini sejalan dengan Konvensi Gerld48 tentangConvention
on the International of rights in Aircraftyang mengikuti secara tegas jaminan
dalam bentuk hipotekn{ortgage¥ atas pesawat terbang (ketentuan hipotek
diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 Rerdata).;

c. Hak Tanggungan; sebagaimana diatur dalam UU Hakgdiangan yang
mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atah twréentu berikut
kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntuklkémk udipergunakan
secara bersama-sama dengan tanah yang diatsngpaehik-hak atas tanah
yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan (Untlerttang No. 4 tahun
1996 tentang Hak Tanggungan dan atas tanah besen@a-benda yang
berkaitan dengan tanah (UU Hak Tanggungan); dan

d. Jaminan Fidusia; yang diatur dalam UU Jaminan kadu$J Jaminan Fidusia
tidak memberikan rumusan positif mengenai kebenglaag dapat dijaminkan
secara fidusia. Dari ketentuan Pasal 3 UU Jamindinsk, yang menetapkan
bahwa Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap UUinkmFidusia: 1). Hak
tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangsepanjang peraturan

perundang-undangan yang berlaku menentukan jamatas benda-benda

% IndonesiaUndang-Undang tentang PelayarddU No. 17 Th. 2009, LN No. 64 Th. 2008,
TLN No. 4849.

% IndonesiaUndang-Undang tentang Penerbangaiy No. 1 Th. 2009, LN No. 1, Th. 2009,
TLN No. 4956.
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tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunaatds tanah milik tanah
milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak @unggan berdasarkan UU
Hak Tanggungan, dapat dibebani hak tanggungan $emiden UU Hak

Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidussalnya bangunan atas
tanah yang dipaki orang lain yang tidak didaftaapat jadi obyek jaminan
fidusia. Menurut Pasal 27 UU Hak Tanggungan, bagnah susun yang
didirikan atas tanah hak pakai diatas tanah Negargy didaftarkan dan
menurut sifat dan kenyataannya dapat dipindah tdwaga berlaku UU Hak

Tanggungan; 2). Hipotek atas kapal yang terdagsagen isi kotor berukuran
20 (dua puluh) M3 atau lebih; 3) Hipotek atas pedaerbang, dan; 4) Gadai.

Hak-hak istimewa dan hak atas jaminan kebendaaseliet diatas
memberikan hak kepada kreditor dengan hak istimataa pemegang jaminan
kebendaan untuk memperoleh pelunasan terlebih daitas penjualan kebendaan
yang diberikan kedudukan istimewa atau sebagainamikebendaan tersebut,
dengan demikian tidak pari passu, dan memperolébngsan atas seluruh
piutangnya hingga sejumlah hasil penjualan kebenglang diberikan kedudukan
istimewa atau sebagai jaminan kebendaan tersebamampang lebih rendah),
yang berarti tidak pro rata.

Hasil penjualan kebendaan yang diberikan keduduktimewa atau
sebagai jaminan kebendaan tersebut, lebih kedihdar piutang kreditor dengan
hak istimewa atau pemegang jaminan kebendaan teysetaka untuk sisa
piutang yang belum dilunasi, para kreditor dengak Istimewa atau kreditor
pemegang jaminan kebandaan ini, akan diperlakugbagai kreditor konkuren.
Sebaliknya jika hasil penjualan kebendaan yangrilidve kedudukan istimewa
atau sebagai jaminan kebendaan tersebut, lebiln dasapiutang kreditor, maka
sisa hasil penjualan diserahkan kembali kepadaatehintuk melunasi kreditor
(konkuren). Hak Penting yang dipunyai kreditor pgaregg hak jaminan
kebendaan (separatis) adalah hak untuk dengan kegen sendiri
menjual/mengeksekusi obyek agunan, tanpa putusayagian (parate eksekusi).
Khusus bagi Jaminan Fidusia diatur dalam UU Jamifndusia Pasal 29 ayat (1)
huruf b.
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2.2.Penjaminan Bangunan Secara Fidusia Dalam Hukum Indeesia

UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fiduseupakan
perjanjian ikutan atau aksesaic¢essoiy dari suatu perjanjian pokok. Akibat dari
sifat ikutan jaminan fidusia adalah bahwa jaminatudia hapus demi hukum
bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidhsipus, dan jaminan fidusia
adalah agunan atas kebendaan atau jaminan keberiz@eslijke zakerheid,
security right in remh Hakikat jaminan fidusia oleAgus Subandriyo diuraikan
dengan®

“Lembaga Jaminan Fidusia yang dikenal sekarangadailah bentulEiduciare
Eigendomsoverdracht atau disingkat FEO (pengalihan hak milik secara
kepercayaan). Pengalihan hak kepemilikan dalam jdmainan fidusia adalah
pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda ates #tepercayaan dengan janji
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tbeada dalam penguasaan
pemberi jaminan. Pengalihan hak kepemilikan atasl®eyang menjadi obyek
jaminan fridusia tersebut diatas dilakukan dengama contistutum possessorium
(verklaring van houderschap artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu
benda dengan melanjutkan penguasaan atas beneluteyang berakibat bahwa
pemberi fidusia seterusnya akan menguasai bendakdud untuk kepentingan
penerima jaminan fidusia (“penerima fidusia”). Palittan hak kepemilikan
tersebut berbeda dari pengalihan hak milik sebagadnrdimaksud dalam Pasal
584 jo. Pasal 612 ayat 1 KUH Perdata. Dalam hairjamfidusia, pengalihan hak
kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai jaminanégygbagi pelunasan utang,
bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidu's

Mengingat definisi benda yang dapat dibebankan alejgminan fidusia
yaitu benda yang merupakan segala sesuatu yand dapéki dan dialihkan,
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, ygergaftar maupun yang
tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak drafg yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan atau hipotdbisini Mahadi memaparkan bahw&®

“Sebagaimana kita ketahui, dalam hal penjaminarekéaan, suatu perikatan itu
dapat menimbulkan hak relatifué ad rem), di sini orang yang memiliki hak itu
memperoleh perlindungan haknya tetapi hanya bepsaddengan orang tertentu
yang terikat dalam perikatan itu. Tidak seperti gadak kebendaan yang
mempunyai sifat yang absoluiu¢ in rem), dimana pemiliknya mendapat
perlindungan terhadap gangguan yang datang daagis, karena hak kebendaan
adalah kekuasaan mutlak atas benda.”

% Agus SubandriyoAspek Hukum Lembaga Jaminan Fidusilisi 8, September 2008
(Jakarta : Media Notariat) : 102-103.

37 Op cit. Pasal 1 ayat 4.

% Mahadi, Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasjofdndung : Binacipta,
1983), hal. 14.
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Fidusia berasal dari kata "fides" yang berarti kepgaart® Jaminan
Fidusia berasal dari hukum rom&lyiyaitu suatu lembaga dengan jaminan
dengan nam&idusia cum creditore contracta atau Fiducia cum amico®,
artinya hak milik atas suatu benda diserahkan sebagninan dengan janji
bahwa ia akan meyerahkannya kembali kepada debitar utangnya telah
dibayar lunag? Terjadi apabila seseorang menyerahkan kewenangpadi
orang lain atau suatu barang pada pihak lain udiukus, sedangkafiducia
cum creditoreberkembang sebagai lembaga jaminan bagi bendataérglan
piutang™®

Fidusia cum amico contracta, artinya suatu benda yang dititipkan kepada
seorang teman dengan janji benda tersebut akambédé&an bila si pemilik
benda kembali dari perjalanannya. Dasarnya samaadefembaga trust
Jaminan fidusia yang dimaksud dalam UU JaminandtedadalatFidusia cum
creditore contracta’’

Resiko dalam pemberian kredit, dengan adanya pemakredit sebagai
perjanjian induk atau pokok oleh lembaga keuangiaiaa cukup besar. Oleh
karena resiko yang ditanggung cukup besar, mak@ddge keuangan perlu
jaminan dan kepastian hukum. Untuk menghindarkcegrsebut, pihak lembaga
keuangan dapat memilih, diantaranya adalah lem@g@nan fidusia. Maka

% Sri Soedewi Masychun SofyarBeberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan
Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Pelaksangari Indonesia(Yogjakarta : FH Gadjah
Mada, 1977), hal: 21.

9 Hamzah dan Senjun Manullariggmbaga Fiducia dan Penerapannya di Indonédakarta
> Indhill-Co, 1987), hal : 7.

“! Mariam Darus Badrulzamaijencari Sistem Hukum Benda Nasior{8andung : Alumni :
1983), hal : 89.

42 Mariam Darus BadrulzamarBab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia
(Bandung : Alumni, 1979), hal : 90.

43 Oey Hoey Tiong,Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatadakarta, Ghalia
Indonesia, 1985), hal : 37.

4 Djuhaendah Hasamspek-Aspek Hukum Jaminan Dalam Perjanjian Kre(llakarta :
BPHN, 1993), hal : 24.

4> Agus SubandriyoMencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Jaminan Faju$ilakalah
yang disampaikan dalam up-grading refreshing cobiris yang diselenggarakan oleh lkatan
Notaris Indonesia, Bali, Juli 2006): 7.
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timbul atau lahirlah pengikatan jaminan fidusiabagai suatu perjanjian ikutan
atau tambahan dari perjanjian kredit sebagaimanitlikan dalam Pasal 4 UU
Jaminan Fidusia.

Pasal 5 UU Jaminan Fidusia dengan tegas menyathkhwa akta
jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notarisigyalibuat dengan bahasa
Indonesia. Dan di dalam aktanya, menurut Pasal tduat sekurang-kurangnya:
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusiajata perjanjian pokok yang
dijamin fidusia; c. uraian mengenai Benda yang einpbyek Jaminan Fidusia;
d. nilai penjaminan; dan e. nilai Benda yang méinpgdyek Jaminan Fidusia.
Mengenai utang yang sepenuhnya dapat dijamin dejegaiman fidusia tidak
terbataskan pada pengertian utang sebagaimana slichaalam Pasal 1 ayat 2
dan 7 UU Jaminan Fidusia, melainkan mencakup setikatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata.

Adapun utang yang lahir karena Undang-Undang adatakalnya
kewajiban membayar ganti rugi karena perbuatan waglchukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata daakwaarmerkingebagaimana diatur
dalam Pasal 1354 sampai dengan Pasal 1357 KUH tReiSledangkan utang
yang lahir karena perjanjian adalah kewajiban umh@mberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (R334l KUH Perdata). Semua
jenis utang tersebut dapat ditagih dimuka pengadi@leh karena itu, dapat
dijamin secara fidusia. Perlu diperhatikan pulavimhutang yang lahir karena
perjudian dan pertaruhan tidak dapat dituntut pereannya (Pasal 1788 KUH
Perdata).

Proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatjamén obligatoir
(Obligatoir Overeenkomjt Perjanjian Overeenkomst tersebut berupa peajanji
pinjam uang/kredit dengan jaminan fidusia diantapihak pemberi Fidusia
(debitor) dengan pihak penerima Fidusia (kreditSelanjutnya diikuti oleh suatu
perjanjian kebendaarZékelijke Overeenkom)stPerjanjian kebendaan tersebut
berupa penyerahan hak milik dari debitur kepadditug dalam hal ini dilakukan
secaraconstitutum prosessoriyngakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan
fisik benda. Kemudian dilakukan pinjam pakai, dalaahini benda objek Fidusia

yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak ikredlipinjam-pakaikan
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kepada pihak debitor, sehingga praktis benda tetsebtelah diikat dengan

jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisghglihak debitor. Jadi dasar dari

Fidusia adalah suatu perjanjian yakni perjanjiardufia perikatan yang

menimbulkan Fidusia ini mempunyai karakteristikesgda berikut :

1) Antara pemberi Fidusia dengan penerima Fidusiaapaidsuatu hubungan
perikatan, yang menerbitkan hak bagi kredituor kinheminta penyerahan
barang jaminan dari debitor (secamnstitutum posessoriym

2) Perikatan tersebut adalah perikatan untuk membeskauatu karena debitor
menyerahkan suatu barang (se@mastitutum posessoriyrkepada kreditor .

3) Perikatan dalam rangka pemberian Fidusia merupgb@mnkatan yang
assessoir yakni merupakan perikatan yang membuntuti pesikaainnya
(perikatan pokok) berupa perikatan hutang-piutang.

4) Perikatan Fidusia tergolong kedalam perikatan dergyarat batal, karena
jika hutangnya dilunasi, maka hak jaminannya seEatasia menjadi hapus.

5) Perikatan Fidusia tergolong perikatan yang bersurdbe suatu perjanjian
yakni perjanjian Fidusia.

6) Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian yang tidedebut secara khusus
dalam KUH Perdata. Karena itu, perjanjian ini téogg dalam perjanjian tak
bernama@nbenoem de Overeenkonst

7) Perjanjian Fidusia tetap tunduk pada ketentuanalmagmum dari perikatan
yang terdapat dalam KUH Perdata.

Pasal 2 Undang-Undang jaminan Fidusia memberiktaslyaang lingkup
berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu akerlterhadap setiap
perjanjian yang bertujuan untuk membebani Bendgaledaminan Fidusia. Yang
mejadi objek Jaminan Fidusia adalah Benda apapumg yapat dimiliki dan
dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat barbpnda berwujud maupun
yang tidak berwujud, terdaftar maupun tidak tem@afbergerak maupun tidak
bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut digia&t dibebani dengan hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Taggguatau Hipotek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 Kitab Undangid Dagang jis Pasal
1162 Kitab Undang-Undang Perdata. Dengan mempkamakietentuan-ketentuan

dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka dapatapkan bahwa nantinya
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Jaminan Fidusia akan menggantikaduciare Eigendom OverdracifEEQO) dan
cessie jaminan atas utang-piutarmgkerheidcessi van schuldvorderingatau
fiduciary assignment of receivabjegng dalam praktek pemberian kredit banyak
digunakan.

Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 UU JamiRalusia
mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan FEdds daftarkan pada
Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Ind@nd&ewajiban ini bahkan tetap
berlaku meskipun kebendaannya yang dibebani dejagainan fidusia berada di
luar wilayah negara Republik Indonesia. Pendaftaearda yang dibebani dengan
jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukanmhmi Fidusia,
pendaftarannya mencakup benda, baik yang beradialdm maupun di luar
wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhbs gaublisitas, sekaligus
merupakan jaminan kepsatian terhadap kreditur yainmengenai benda yang
telah dibebani jaminan fidusia. Kita telah dapatlina Pasal 14 ayat 3 UU
Jaminan Fidusia, maka Fidusia oleh UU dianggapr lpada saat yang sama
dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku d&fidusia.

Adapun bukti pendaftaran Fidusia yang diterima peree Fidusia sebagai
hak memiliki Fidusia diserahkan kepadanya dokumangydisebut sertifikat
jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia diketkan oleh instansi yang sah dan
berwewenang dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fajusiaka sertifikat tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagau sakda berbentuk dan
hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai suatu nba@dag berwenang
mengeluarkan sertifikat perjanjian Fidusia terseKatrena itu pula, jika ada alat
bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat $ebut adalah syah, maka alat bukti
lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para ptitgk cukup misalnya hanya
membuktikan adanya Fidusia dengan hanya mempekkanu akta jaminan
Fidusia yang dibuat oleh notaris berdasarkan UUilamFidusia Pasal 14 ayat
3.

UU Jaminan Fidusia membawa akibat pada perjanjidnsia pada pasal
27 ayat 2. Dengan preferensi adalah hak penerichasiéi untuk mengambil
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda geergadi objek jaminan

fidusia. Dengan demikian sama dengan hak jaminamyla. Adanya ketentuan

Universitas Indonesia
Pembuatan akta..., Valyana Ester, FH Ul, 2009



33

ini menghapus keraguan selama ini tentang adany@dakak preferensi bagi
penerima Fidusia ini. Hal lain yang menjadi konsiai hukum apabila timbul
masalah atau gugatan karena kesalahan (kesenjatmarkekurang hati-hatian)
dari pemberi fidusia sehubungan dengan pengguniapaiagalinan benda fidusia
adalah dibebaskannya penerima fidusia dari tanggamap atau dengan kata lain
pemberi fidusia yang bertanggung jawab penuh, sefvega dikatakan oleh
Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.

Jika diperhatikan sejarah perkembangan fidusida @avalnya yaitu pada
zaman Romawi, objek fidusia adalah meliputi baikabg bergerak maupun
barang tidak bergerak. Pemisahan mulai diadakanu#em, orang-orang
Romawi mengenal gadai dan hipotek. Ketentuan iga jaliikuti oleh Negeri
Belanda dalanBurgerlijke Wetboekya. Pada saat fidusia muncul kembali di
Belanda, maka pemisahan antara barang bergerakk uhipotek juga
diberlakukan. Objek fidusia dipersamakan dengaraiggditu barang bergerak
karena pada waktu itu fidusia dianggap sebagan jeéduar untuk menghindari
larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini teresjadi yurisprudensi tetap baik
di Belanda dan Indonesia. Perkembangan selanjudgéah lahirnya Undang-
Undang Pokok Agraria yang tidak membedakan atasnigabergerak dan barang
yang tidak bergerak melainkan pembedaan atas thavabukan tanah.

Bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah tid@lat dijaminkan
terlepas dari tanahnya. Jadi orang yang memilikigbaan di atas tanah dengan
hak sewa misalnya tidak dapat membebaninya denglriamggungan tersebut.
Oleh karenanya jalan satu-satunya adalah dengassidid Khusus mengenai
penyerahan hak sewa ini diperlukan persetujuan gamilik tanah yang
menyewakan tanah itu untuk sewaktu-waktu mengatitilak sewa atas tanah itu
kepada yang lain.

Perkembangan ini adalah sesuai dengan perkembakghntuhan
masyarakat di Indonesia, dimana banyak orang yaegguoasai tanah dengan
hak-hak atas tanah yang tidak bisa dijaminkan demfgk Tanggungan, seperti
hak sewa, hak menumpang dan sebagainya. Bangungo#zn yang terletak di
atas tanah tersebut tidak dapat dijaminkan Hak gamgan dan ini dapat diatasi

dengan Jaminan Fidusia.
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Pasal 506 KUH Perdata menentukan apa yang dinantesata-benda tak
bergerak, menyebutnya “bidang-bidang tanah daryapg didirikan di atasnya”.
Sedangkan hukum adat, sedemikian tegasnya membredakiahak atas benda
dan kebendaan terbagi atas benda tanah dan bukam 2alam pandangannya

Wirjono Prodjodikoro ialah#®

“Benda yang paling penting adalah tanah. Seorangusia tidak dapat hidup
tanpatanah..............cco i Karena itu layak, apalialam
hukum adat berbagai peraturan mengenai hak-hakbatada, berpusat pada
hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah itu dipgttak secara agak istimewa,
berbeda dengan hak-hak benda lain yang bukan

“Dengan demikian, yaitu pentingnya tanah bagi hidopnusia, dan tidak
adanya kepribadian bidang-bidang tanah yang betdasaatas bentuk
tubuhnya, telah menyebabkan demi ketertiban umum kegoastian hukum,
perlunya peraturan-peraturan hukum mengenai taPafaturan ini, agak lain
daripada peraturan-peraturan hukum mengenai beswidablain yang bukan
tanah.”

UUPA berlandaskan asas pemisahan horisontal. SefagaSunaryati
Hartono berpendapat terhadap asas ini, bativa:

“Perlu dianutnya asas pemisahan horisontal inirdddakum tanah dan hukum
benda nasional kita, bukan semata-mata didasaricsnpertimbangan bahwa
asas itu merupakan asas hukum adat, akan tetaparea, karena dengan
menganut asas ini kebutuhan-kebutuhan masyarakasdkarang sekarang dan
masa depan akan lebih terlayani, dan mudah diataripada apabila kita

menganut asaaccessigperlekatan vertikal).”

Di dalam hukum tanah dikenal ada dua asas, olRbhhaendah Hasan
diterangakan yang satu sama lain bertentangan yaitg dikenal dengan “asas
pelekatan vertikalVerticale accessie beginyeldan “asas pemisahan horisontal

(horizontale scheideng begingelLebih lanjut olehnya dikatakarf®

“6 Wirjono Prodjodikoro,Hukum Perdata Tentang Hak Atas Bendakarta : Intermassa,
1986), hal. 7-8.

47 Sunaryati HartondBeberapa Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Hukum Ta¢izdmdung :
Alumni, 1978), hal. 104.

8 Djuhaendah Hasar,embaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Yaing
Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asasidaban Horisontal(Bandung : Citra
Aditya Bakti, 1996), hal. 65.
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“Asas pelekatan vertikal yaitu asas yang mendasapemilikan tanah dan
segala benda yang melekat padanya sebagai suatu&esyang tertancap
menjadi satu. Sedangkan asas pemisahan horisostall jnemisahkan tanah
dari segala benda yang melekat pada tanah tersebut.

“salah satu aspek yang penting di dalam hukum tadalah tentang hubungan
antara tanah dengan benda lain yang melekat pad&epastian hukum akan
kedudukan hukum dari benda yang melekat pada i&nahngat penting karena
hal ini mempunyai pengaruh yang luas terhadap adpatbungan hukum yang
menyangkut tanah dan benda yang melekat padanya.”

Menurut Peraturan Perundang-Undangan [UUPA, UU Nott Tahun

1985 tentang Rumah Susun (UU Rumah Su8ufgn Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Be8mmda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungasprta Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah @flaftaran Tanafi]
dalam Hukum Tanah Nasional Republik Indonesia, g@idajaminan bangunan
secara fidusia merupakan akta notaris dan diluaatta-akta Tanah yang dibuat
PPAT yang berlaku juga sebagai dasar pendaftarahtgang bersumber dari
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tamahhak milik atas satuan
rumah susun, yaitu meliputi bentuk-bentuk Akta :

1. Akta Jual beli;
Akta Tukar Menukar;
Akta Hibah;
Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (Inbreng);
Akta Pembagian Hak Bersama;
Akta Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) Atau HakaPAkas Tanah
Hak Milik;

Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan;

o 0k~ w D

~

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

% Indonesia,Undang-Undang tentang Rumah Susuty No. 16 Th. 1985, LN No. 75 Th.
1985. TLN No. 3318.

* Indonesia,Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas TanaterBe8enda-Benda
Yang Berkaitan Dengan TanddlJ No.4, Th. 1996, LN No. 42, Th. 1996. TLN No. 263

*! IndonesiaPeraturan Pemerintah tentang Pendaftaran TaraR No. 24 Th. 1997, LN No.
50 Th. 1997. TLN No. 3696.
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Secara kontruksi hukum, persetujuan yang dimaksudiéam pemberian
persetujuan untuk mendirikan dan membangun bangdiaas tanah orang lain
dapat dibandingan dengan persetujuan di dalam p&taberian Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Milik, sebaga@madiatur dalam
Penjelasan Pasal 24 dari Peraturan Pemerintah Ndthdrahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Banguna dan Hak PakaiTatash (“PP HGU,
HGB dan HP”)*’, yang mengatakan bahwa :

“Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Métkapdasarnya merupakan
pembebanan yang dilakukan oleh pemegang Hak Mi#ds daanah miliknya.
Karena itu pemberian itu dilakukan dengan suatjappan antara pemegang Hak
Milik dan calon pemegang Hak Guna Bangunan yangntdicnkan dalam akta
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.”

Sedangkan dalam kontruksi yang diberikan oleh PasaPP Bangunan
Gedung, perjanjian tertulis untuk pendirian dan pangunan bangunan gedung
dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedbanya dapat didirikan
dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hakatah atau pemilik tanah
dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegarig dtas tanah atau pemilik
tanah dengan pemilik bangunan gedung.

Pengikatan fidusia bangunan secara fidusia, benartis meliputi unsur,
wajib dibuatnya suatu perjanjian tertulis mengeiman pemanfaatan tanah,
sebaiknya dibuat dengan akta notaris, untuk pemdiangunan diatas tanah milik
orang lain, mengingat kontruksi asas-asas Pasalséfitpbai dengan Pasal 621
KUH Perdata, maka atas ancaman kebatalan, Penyea#dna penunjukan barang
tak bergerak (bangunan), sebaiknya dibuat dengtna&ntik. Pasal 624 KUH
Perdata juga menegaskan bahwa hak-hak yang diberika........ atas barang-
barang atau tanah negara tidak diubah; hak-haketutama mengenai besit dan
hak milik ..... sebagaimana diatur menurut adat istiahma dan kebiasaan
menurut ketentuan-ketentuan khusus, sedangkantikateketentuan dalam KUH
Perdata tidak mengurangi hak-hak itu pada khusuatatahubungan antara orang
yang menduduki tanah dan pemilik tanah pada umumnya

*2 IndonesiaPeraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Haka@Bangunan Dan Hak
Pakai Atas TanatRP No. 40 Th. 1996, LN No. 58 Th. 1996. TLN No. 364
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2.3.Mediasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian SeegkDiluar Forum
Pengadilan Maupun Arbitrase

Menurut Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman Upaya pesgian
sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadigara melalui arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa.

Sarana yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengkebidang
ekonomi dan keuangan, dalam hal ini kredit yangupakan transaksi perbankan
termasuk di dalamnya, pada dasarnya dapat diter8p(iga) cara. Pertama,
negosiasi atau alternatif sengketa (ADR); keduhijtrase; dan ketiga melalui
lembaga peradilan.

Hukum positif mengatur perdamaian ini didalam pds# ayat (1) HIR.
Dikatakan bahwa perdamaian boleh dilakukan antara pihak yang bersengketa
dan perdamaian itu dituangkan dalam akte perdamayang mempunyai
kekuatan hukum tetap seperti putusan hakim darféieiigal, artinya tidak boleh
dilakukan banding atau kasasi. Pada tahun 1999adedgy Arbitrase dan APS.
UU ini adalah pembaharuan dari pasal 615 sampajaepasal 651 Reglemen
Acara PerdataReglement op de Rechtsvoredering. Staath@dl : 52) dan pasal
377 Reglemen Indonesia yang diperbahdtiet (Herziene Indonesisch Reglement
Staatblad1941 : 44 dan pasal 705 Reglement acara untuk lddera Jawa dan
Madura Rechtsreglement BujtenewestBtaatblad 1927: 227).

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah p&agegenus, yang
didalam UU itu disebut konsultasi, negosiasi, kiasi dan negosiasi. APS hanya
diatur di dalam 1 (satu) ketentuan, yaitu Pasanpa Penjelasan. APS ini masih
mencari bentuk yang kokoh yang memberikan kepadtigkum. Bagaimana
operasional / teknis proses APS masih dalam peraegan dan hal ini tidak
memadai dan tidak akan menjadi pilihan, jika dikéar hanya pada kebiasaan dan
praktek. Asas-asas yang dapat kita temui dalam ABE& dengan
menginterpretasikannya dari UU Arbitrase dan AP&aid:

1) Kebebasan berkontrak (mufakat). APS dilakukan glata pihak didasarkan
atas kesepakatan. Kesepakatan ini menunjuk padakebabasan berkontrak
dimana pihak-pihak akan menyelesaikan sengketaegara musyawarah

(konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilailai) a
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2) ltikad baik. Asas ini berperan sebagai perekat Ipaga pihak untUk dapat
membahas sengketa yang ada diantara mereka mé&epaititan, terbuka dan
kedua pihak bertujuan untuk tidak pergi ke pengadil

3) Perjanjian mengikatRacta Sunt Servanjla

4) Putusan terakhir dan mengik&nal and binding.

5) Pendaftaran.

6) Kerahasiaandonfidentia).

Mediasi diketahui sebagai proses negosiasi pergiales masalah
(perselisinan) dimana suatu pihak luar, tidak meihnetral, tidak bekerja
dengan para pihak yang besengketa, membantu merelegy berselisih)
mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yangias&an. Dalam perspektif
tersebut, diuraikan oleRelix Oentoeng Soebagiy yang mencermati mediasi

sebagai suatu :

"Mediasi adalaiNon-Coercive. Ini berarti bahwa tidak ada suatu sengketa (yang
diselesaikan melalui jalur mediasi) akan dapatlessekan, kecuali hal tersebut
disepakati / disetujui bersama oleh pihak-pihakgybersengketa. Mediasi dapat
diterapkan dan dipergunakan untuk mempergunakaagsélecara penyelesaian
sengketa diluar jalur pengadilghOut-of court Settlement”) untuk sengketa
perdata yang timbul diantara para pihak, dan buyderkara pidana. Yang pasti
merupakan cakupan dari lembaga mediasi adalah sengi&ngketa dibidang
perdata. Namun demikian, dalam praktek seringkatapihak sepakat bahwa
penyelesaian sengketa perdata yang disepakati wlemgayawarah mufakat
(melelui mediasi), akan dituangkan dalam suatuap@gn perdamaian, dan
dipahami juga bahwa walau para pihak tidak dapaerdirkan membuat
perjanjian perdamaian bagi perkara pidana, merepatd menggunakan
perjanjian perdamaian atas sengketa perdata meeblegai dasar untuk dengan
ittikad baik sepakat tidak melanjutkan perkara pédamng timbul diantara
mereka dan/atau mencabut laporan perkara pidarentier sebagaimana
dimungkinkan.”

53 Felix OentoengSoebagjp Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketaidang
Perbankan, (Makalah yang disajikan dalam Bahan Diskusi TerbatBelaksanaan Mediasi
Perbankan oleh Bank Indonesia Dan Pembentukan lganbalependen Mediasi Perbankan”
yang diselenggarakan atas kerjasama Magister HuBisnis Dan Kenegaraan, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, Dan Bank Indonesia. Yogstak 21 Maret 2007) : 2-4.

Universitas Indonesia
Pembuatan akta..., Valyana Ester, FH Ul, 2009



39

"Sedangkan ditinjau dari segi kehendak maupun pkakta dapat dipilah
menjadi Voluntary Mediation, dilakukan atas keinginan bersama para pihak
baik atas inisiatif suatu pihak dan disetujui pilak, maupun atas kehendak
bersama. Ini menghasilkd’erjanjian Mediasi — Agreement to Mediate, dan
Mandatory Mediation, dilakukan atas dasar permintaan majelis hakinu ata
arbitrase dalam proses peradilan/arbitrase, paratoerundang-undangan, atau
atas kesepakatan bersama dari awal. Dalam praldikdgan perdata dan
arbitrase di Indonesia, hakim dan arbiter selalunberi kesempatan kepada
pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikanyksta mereka secara
musyawarah, dan perkembangan sekarang ditegask&uldin melalui proses
mediasi.”

Identifikasi lainnya mengenai Mediasi diberikantoRiack Law Dictionary>* dan
definisi mengenai perjanjian mediasi diberikan ofgbrld Intellectual Property

Organization (WIPO) Mediation Rules®, berturut-turut dikatakan bahwa:

“Mediation is private, informal dispute resolutigorocess in which a neutral

third person, the mediator, helps disputing partieseach an agreement. The
mediator has no power to impose a decision on #rggs.”

(Mediasi adalah proses penyelesaian perselisifarmial dan privat yang mana
oleh pihak ketiga yang netral, yakni seoranng media@engan membantu pihak
yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Seoreuligtor tidak berkuasa
untuk memaksakan keputusannya terhadap para pihak.)

“Mediation Agreement means an agreement by theigmarto submit to

mediation all or certain disputes which have arisgnwhich may arise between
them; a Mediation Agreement may be in the form ofiediation clause in a
contract or in the form of a separate contract”

(Perjanjian Mediasi adalah suatu perjanjian panakpdalam kerangka mediasi
perselisihan tertentu atau keseluruhan yang tefab akan timbul di antara
mereka, suatu perjanjian mediasi dapat dalam besuaiu klausula mediasi di
dalam suatu kontrak atau dalam bentuk kontrakgeh)i

“The Mediation shall be conducted in the manneresgt by the parties. If, and
to the extent that, the parties have not made sigceement, the mediator shall,
in accordance with the Rules, determine the manmewhich the mediation

shall be conducted. Each party shall cooperateadndyfaith with the mediator

to advance the mediation as expeditiously as plessib

(Mediasi akan dilaksanakan menurut kesepakatan p#rak. Apabila dan

sampai dengan batasan bahwa, para pihak tidak mleambuat kesepakatan
yang sedemikian, mediator akan, berdasarkan aafttaan, menentukan
bagaimana mediasi dilaksanakan. Para pihak akaerjasama dengan itikad
baik dengan mediator untuk menyelesaikannya dalaktuwang singkat).

Apabila diperhatikan dalam praktek, tempat dan wakelaksanaan
perdamaian dapat diklasifkasikan kepada: Perdandilaar sidang pengadilan
dan perdamian melalui sidang pengadilan. Sejak epara pihak sudah setuju

untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantagseka melalui mediasi.

* Bryan A. Gardner, Ed. in chieBlack’s Law Dictionary 7th Ed., (St. Paul, Minnesota:
West Group, 1999), hal.577.

S \WIPO, World Intellectual Property Mediation Rules, http://www.wipo.op, (22-10-2008)
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Kesepakatan ini yang dikenal dengan klausulaiase suatuvoluntary
mediationyang didasarkan pada kesepakatan bersama olelpipata Sebagai
kesepakatan bersama, ketentuan tersebut akan eséddagai undang-undang
bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 jal B820 KUH Perdata). Oleh
karena itu, dalam merumuskan klausula mediasriu dipertimbangkan
sebagaimana jalan keluar harus diberikan dalam suatu mediasi tidak
membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Sebalikmgadatory mediatign
terwujud atas adanya suatu keterpaksaan dari gkeriBerma Mediasi, upaya
untuk mengadakan kesepakatan damai, karena diajk&aranah kompetensi
peradilan umum.

Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapaskumnya yang
mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses agang harus dilalui sehingga
akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidakiisgang harus ditanggung
oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaggliasi mempunyai
kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam peaenproses penyelesaian
sehingga prosesnya lebih sederhana, murah dan agratsesuai dengan
keinginan. Mengenai kesepakatan damai Medtasiud Margono berpendapat

bahwa?*

“Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak meinilédtetapan hukum yang kuat
sehingga bila dikemudian hari salah satu dari pima&kyalahi kesepakatan yang
telah dicapai maka pihak yang lainnya akan mengakesulitan bila ingin
mengambil tindakan hukum.”

Mediasi dengan kedudukannya sebagai alternatif gdesgian perselisihan
dilakukan oleh para pihak didasarkan atas kesepakitsepakatan ini menunjuk
pada asas kebebasan berkontrak serta asas itikadyb#u dengan asas ini
berperan sebagai perekat bagi para pihak untuk tdap@mbahas
perselisihan yang ada diantara mereka menurut kigpatterbuka dan kedua
pihak bertujuan untuk tidak pergi ke pengadilan.taéa mediasi dengan

perdamaian dading yang diatur Pasal 130 HIR, arbitrase atau lifigas

56 Suyud MargonoADR (Alternative Dispute Resolution) & arbiterase proses Pelembagaan
dan Aspek Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000) hal. 23-33

Universitas Indonesia
Pembuatan akta..., Valyana Ester, FH Ul, 2009



41

(pengadilan), terdapat titik-titik persamaan mauparbedaan yang cukup berarti,
yang manai.P. Panggabea®’ menuangkannya dalam suatu matriks dibawah ini:

Konten Dading Mediasi Arbitrase Litigasi
(Pasal 130 HIR)
Kedudukan dan | Majelis Hakim Para Pihak atau Arbitor Majelis Hakim
Pengambil (Fasilitator/Wasit)| Fasilitator/Wasit
Keputusan
Prosedur Pre Trial | Informal Formal Formalistik
Conference
Pembuktian Aspek Materil| Aspek  Materil| Aspek Materil| - Aspek Materil
(Materi  Kasus)| (Materi Kasus) | (Materi Kasus)| (judex fact)
dan Argumentasi dan Argumentasi | - Aspek Formal
(Penerapan
Hukum
Jangka Waktu | 1 sampai dengan3 sampai dengap3 sampai dengapl sampai
12 Bulan 6 minggu 6 bulan dengan 9 tahun
Biaya Sangat Murah Sangat Murah Mahal Mahal
Prospek Manageable/ Manageable/ Manageable/ Unpredictable
Penanganan Predictable Predictable Predictable
Publikasi Terbuka  Untuk| Sangat Pribadi Sangat Rahasia Terbuka Untuk
Umum Umum
Cara Persuasif/ Persuasif/ Konfrontatif Konfrontatif
Pendekatan kooperatif kooperatif
Fokus Mencari Solusi Mencari Solusi Fakta (masa laltrakta (masg
Penyelesaian peristiwa, lalu, peristiwa,
kejadian) kejadian)
Prinsip Win-Win Solution| Win-Win Win Lose Solution Win Lose
Penyelesaian (Solusi Semug Solution (Solusi Kalah —| Solution(Solusi
Menang) (Solusi  Semud Menang) Kalah -
Menang) Menang)
Sikap Para | Sukarela/Sepakat  Sukarela/Sepakat Membela Dirijddembela Diri
Pihak Menuntut Hak dan Menuntut
Hak
Obyek Segala Bidang Segala Bidang Bidang Segala Bidang
Perselisihan Perselisihan Perselisihan Perdagangan Perselisihan
(Perniagaan,
Perbankan,
Keuangan,
Penanaman
Modal, Industri,
HakKl)
Status Putusan | Setara  putusan Tidak Dapat| Final dan| Final dan
Hakim Dipaksakan Mengikat Mengikat
(fiatering  ketua
Pengadilan
Negeri)
Pelaksana Ketua Pengadilan Para Pihak Ketua PN Ketua PN
Eksekusi Negeri (PN)

H.P. Pangabean : Hukum Acara Arbitrase, 2005

> H.P Panggabeatjukum Acara Arbitrase{(Makalah yang disajikan sebagai bahan kuliah
Calon Advokat di Universitas Pelita Harapan tensgmra antara Asosiasi Advokat Indonesia
(AAl), Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) damivérsitas Pelita Harapan, Jakarta Mei-Juli,
2005) : 3.
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